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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan 
hukum terhadap sarung sutera Wajo. Serta untuk mengetahui bentuk 
upaya pemerintah daerah dan masyarakat melindungi ciri khas sarung 
sutera Wajo. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data 
primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah 
permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga 
menjelaskan permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengen 
penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data 
sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan 
bagaimana perlindungan hukum terhadap indikasi geografis sarung sutera 
di Kabupten Wajo. 
 Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten 
Wajo tepatnya di Kecamatan Tempe Kelurahan Tempe, Kecamatan 
Majauleng Kelurahan, Kecamatan Tanasitolo Desa Sempangnge, Desa 
Asorajang, Desa Pakkanna dan Desa Nepo. 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa 
Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta motif khas sarung sutera Wajo 
yang dapat dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 
selaku pihak yang berwenang mendaftarkan Hak Cipta atas motif 
Ma‟Lobang dan motif Subbi‟ karena hingga saat ini belum diketahui 
pencipta asal mula motif sarung sutera khas Wajo. Selain Hak Cipta, 
perlindungan Hukum terhadap Sarung Sutera Wajo adalah Hak Merek 
terhadap sarung sutera yang dihasilkan oleh para pengrajin sarung sutera 
yang ada di Kabupaten Wajo. Seperti Hak atas Merek Dagang yang 
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kurangnya 
penyuluhan Hukum terkait perlindungan Hukum Sarung Sutera Wajo, 
kurangnya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo untuk 
mendaftarkan motif khas Wajo serta masih belum jelasnya kewenangan 
instansi pemerintah terdahap pihak yang berwenang untuk melakukan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia mengenal 
atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau 
daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal sebagai 
Indikasi geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal 
tersebut sudah lama berkembang di Negara – Negara Eropa. 
Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa 
pembangunan harus berdasarkan pada industri yang menghasilkan nilai 
tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan 
gagasan mengenai ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta keikutsertaan 
Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan Asia 
Pacific Economic Cooperation, telah menunjukkan keseriusan pemerintah 
dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka dan secara 
tidak langsung memacu perusahaan – perusahaan di Indonesia untuk 
lebih meningkatkan daya saingnya. 
Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu karya 
cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran; yang bersifat given 
dan inheren pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dipungkiri 
keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan 




HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju 
perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat 
manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota 
secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan 
bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas dipublikasikan 
dan direproduksi secara illegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku 
perdagangan internasional. 
Banyak produk unggulan daerah yang telah dihasilkan Indonesia 
dan mendapatkan tempat di pasar internasional, sebagai contoh : Kopi 
Mandailing, Lada Muntok, Batik Jawa, Songket Palembang, Sarung 
Samarinda dan masih banyak lagi yang lain. Bila ciri khas dipertahankan 
dan dijaga konsistensi mutu tingginya maka produk tersebut akan tetap 
mendapatkan pasaran yang baik, sebaiknya bila ciri khas dan mutu 
produk tersebut tidak konsisten maka nilainya akan merosot. Suatu 
produk yang bermutu khas tentu banyak ditiru orang sehingga perlu 
diupayakan perlindungan hukum yang memadai bagi produk – produk 
tersebut. 
Secara umum, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat 
dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena 
kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan 
sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak Kekayaan Intelektual pada 
akhirnya menghasilkan karya – karya intelektual berupa : pengetahuan, 
sastra, teknologi, dan untuk mewujudkannya membutuhkan pengorbanan 
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tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut 
menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila 
ditambah dengan manfaat ekonomi yang dinikmati, maka nilai ekonomi 
yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya – karya 
tadi. 
Salah satu perkembangan sistem perlindungan HKI di Indonesia 
yaitu dengan berubahnya perangkat peraturan perundang – undangan 
yang telah ada di bidang HKI, serta tersusunnya penetapan peraturan 
perundang – undangan untuk bidang HKI yang baru. Sebagai 
realisasinya, kini Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan 
perundang – undangan yang lengkap dan modern di bidang HKI yaitu 
Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang – 
Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang – Undang No. 15 
Tahun 2001 tentang Merek, Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri, Undang – Undang No. 32 Tahun 2000 tentang 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang dan Undang – Undang No. 29 Tahun 2000 
tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 
Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam cakupan intellectual 
property rights tidak secara utuh diatur dalam undang – undang tersendiri, 
beberapa aturan digabungkan dalam satu undang – undang. Salah 
satunya yaitu pengaturan tentang Neighbouring Rights yang diatur dalam 
UU Hak Cipta, utility models (UU di Indonesia tidak mengenal istilah ini 
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tetap menggunakan istilah paten sederhana) diatur dalam UU Paten, 
demikian pula tentang geographical indications (Indikasi Geografis) diatur 
dalam PAsal 56 sampai dengan Pasal 58 UU Merek.1 
Sebagaimana halnya dengan merek, geographical indications 
(Indikasi Geografis) merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual 
yang wajib diupayakan perlindungan bagi negara – negara anggota World 
Trade Organization. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam 
Trade Related Intellectual Rights (TRIPs) khususnya Article 22 sampai 
dengan Article 24. Berdasarkan Pasal 56 ayat (9) Undang – Undang No. 
15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur ketentuan mengenai tata 
cara pendaftaran Indikasi Geografis akan diatur lebih lanjut dalam 
peraturan pemerintah. Berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut 
maka disusunlah Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang 
Indikasi Geografis yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh 
ketentuan pelaksanaan Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek mengenai Indikasi Geografis. Secara garis besar perlindungan 
hukum atas Indikasi Geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya 
telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk 
menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungan dapat 
berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang 
menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. 
                                                 
       
1
 OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, 
Medan, hlm. 11 
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Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah 
asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk 
faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, 
memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.2 
Sedangkan dalam Perjanjian TRIPs (Trade Related Intellectual 
Property Rights) didefinisikan Geographical Indication are, for the purpose 
of this Agreement, indications which identify a good as originating in the 
territory of a member, or a region or a locality in that territory, where  a 
given quality, reputation to other characteristic of the good is essentially 
atrribuatable to its geographical origin.3 Indikasi geografis adalah, untuk 
keperluan perjanjian, adalah tanda yang mengidentifikasi barang yang 
berasal dari daerah Anggota atau daerah dalam wilayah tersebut, dalam 
hal, kualitas terkait, reputasi, ciri khas lain dari barang tersebut adalah 
disebabkan oleh asal geografisnya. 
Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting karena 
pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau 
kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang 
tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri kualitas tertentu pada barang 
tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai 
ekonomi tinggi. 
Indonesia adalah negara yang kaya akan produk – produk yang 
layak bersaing di pasar internasional, salah satunya adalah Sarung 
                                                 
       
2
 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2007 tentang 
Indikasi Geografis 
       
3
 Article 22.1 
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Sutera. Sarung Sutera yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat 
Kabupaten Wajo masih tetap dipilih setiap orang yang berkesempatan 
berkunjung atau sekedar memesan cendera mata yang berasal dari Kota 
Sengkang. 
Hal ini tidaklah berlebihan karena memang sejak dulu, produk 
sutera dari Wajo dikenal memiliki ciri khas dan kualitas yang istimewa. 
Keunggulan Kabupaten Wajo tidaklah terlepas dari para pelaku usaha 
persuteraan yang memiliki prinsip yaitu mempertahankan tradisi secara 
dinamis tetapi tetap membuka diri untuk menerima inovasi teknis yang 
dianggap berguna yang dilandasi ketekunan dan pantang menyerah 
dalam menjalankan profesinya. 
Namun, perilaku pasar dan minat konsumen yang semakin 
berkembang menuntut kesiapan dan respon yang cepat agar produk yang 
dihasilkan tetap dicari dan menjadi keunggulan yang membanggakan 
daerahnya. Bukan berarti mereka tidak menemui kesulitan atau 
permasalahan dalam menjalankan usahanya. Salah satu permasalahan 
yang masih dijumpai yaitu belum adanya upaya maksimal dari Pemerintah 
Daerah untuk melindungi indikasi geografis utamanya kreasi motif dan 
design yang mengakibatkan kerugian bagi pengrajin yang berorientasi 
terhadap bidang tersebut. 
Sengkang yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Wajo, letaknya 
kurang lebih 250 km dari Kota Makassar. Sejak dulu dikenal sebagai kota 
niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang. 
7 
 
Berbagai macam kebutuhan hidup seperti pakaian, sepatu, tas, barang 
elektronik dan lain sebagainya yang konon memiliki harga yang relatif 
murah jika dibandingkan di daerah lainnya, sehingga tidak mengherankan 
jika Sengkang menjadi salah satu kota dengan perputaran ekonomi yang 
sangat tinggi di Sulawesi Selatan. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan Hukum terhadap Sarung 
Sutera Wajo ? 
2. Bagaimanakah bentuk upaya pemerintah daerah dan 
masyarakat Kabupaten Wajo melindungi sarung sutera Wajo ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap Sarung 
Sutera Wajo. 
2. Untuk mengetahui bentuk upaya pemerintah daerah dan masyarakat 







2. Kegunaan Penelitian 
 Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini yaitu diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran terhadap perlindungan Hukum sarung 



















A. Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian TRIPs 
 Perjanjian Multilateral tentang aspek – aspek Hak Kekayaan 
Intelektual yang terkait dengan perdagangan atau perjanjian TRIPs (the 
Agreement of Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights, 
Including Trade in Counterfeit Goods or TRIPs Agreement) adalah salah 
satu tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional. 
Perjanjian ini disahkan sebagai lampiran IC dari Perjanjian Marrakesh 
tentang Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (the Marrakesh 
Agreement Establishing the World Trade Organization) sebagai salah satu 
hasil dari negosiasi Putaran Perjanjian Umum tentang Tarif dan 
Perdagangan (the Round of the General Agreement of Tarrifs and 
Trade/GATT) yang dilakukan di Uruguay antara tahun 1986 sampai 1994.4 
 Perjanjian TRIPs dapat dipandang sebagai salah satu dasar 
multilateral yang paling komprehensif yang berhubungan dengan potensi– 
potensi halangan perdagangan internasional bukan tariff. Dalam kerangka 
mencapai tujuan utama TRIPs untuk menghapus halangan perdagangan 
internasional, perjanjian ini menegaskan dan mengintegrasikan beberapa 
rezim Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur secara tersebar dalam 
berbagai konvensi internasional sebelumnya. Selain itu, TRIPs 
memperluas cakupan perlindungan dengan menambahkan beberapa 
                                                 
       
4
 Miranda Risang Ayu, 2006, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual (Indikasi 
Geografis), PT. Alumni, Bandung, hlm. 26 
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rezim baru seperti Rahasia Dagang atau Informasi Rahasia (Trade Secret 
or Confidential Information) dan menjadikan ketentuan – ketentuannya 
lebih kuat dengan dengan mensyaratkan ketaatan mutlak dari anggota – 
anggotanya. Sejalan dengan keanggotaan suatu Negara dalam 
Organisasi Perdagangan Dunia, TRIPs telah diratifikasi oleh 148 negara. 
Sebagian besar dari negara – negara itu meratifikasi TRIPs pada tanggal 
1 Januari 1995.5 
TRIPs merupakan instrument hukum internasional. Berdasarkan 
Statuta of International Court of Justice (ICJ) atau Statuta Mahkamah 
International, perjanjian merupakan salah satu sumber pokok hukum 
internasional. Namun, TRIPs bukanlah titik awal tumbuhnya konsep Hak 
Kekayaan Intelektual. Berbagai konvensi internasional telah sejak lama 
dilahirkan dan telah beberapa kali diubah. Yang signifikan dan menjadi 
dasar utama bagi konsep industrial property adalah Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property (Paris Convention). Sedangkan untuk 
bidang copyright adalah Barne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works (Barne Convention).6 
Paris Convention merupakan konfrensi pertama yang 
membicarakan perlindungan bagi inventor, yang diselenggarakan di Wina 
pada tahun 1873 dan dilanjutkan di Paris tahun 1878. Paris Convention 
                                                 
       
5
 Ibid, hlm. 26 
       
6
 Achmad Zen Umar, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, 
Bandung, hlm. 21 
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diubah beberapa kali dan terakhir 1967 di Stockholm dan diubah lagi pada 
tahun 1979.7 
Paris Convention berlaku terhadap Hak Kekayaan Intelektual 
(Industrial Property) dalam pengertian luas termasuk Paten, Merek, 
Deasain Industri, Utility Models, Nama Dagang, Indikasi Geografis serta 
pencegahan persaingan curang. TRIPs mengharuskan negara – negara 
anggota mematuhi ketentuan dalam Art. 1 sampai dengan 12, serta Art. 
19 dari Paris Convention. 
Berne Convention termasuk menjadi rujukan dalam TRIPs setelah 
Paris Convention. Sesuai namanya, Berne Convention mengatur 
mengenai cabang kedua dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta 
dan parallel dengan Paris Convention, Berne Convention merupakan 
pelopor kesepakatan intenasional dibidang tersebut. TRIPs 
mengharuskan negara – negara anggotanya mematuhi Art. 1 sampai 
dengan Art, 21 Berne Convention beserta lampirannya. Namun demikian, 
hal tersebut dalam hubungannya dengan hak yang diberikan Art. 6 bis, 
yaitu pengaturan tentang merek terkenal. 
Berne Convention memiliki tiga prinsip dasar yaitu,8 
1. Terhadap karya dari satu negara luas diberikan perlindungan 
yang sama di tiap negara anggota konvensi, sebagaimana 
yang diberikan kepada karya dari negaranya sendiri; 
                                                 
       
7
 Indonesia ikut serta meratifikasi Paris Convention tanggal 18 Desember 1979 
melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tanggal 18 Desember 1979 dan juga 
menjadi anggota Paris Union. 
       
8
 Achmad Zein Umar Purba, op.cit, hlm. 44. 
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2. Perlindungan di atas tidak boleh kondisional, harus otomatis; 
dan 
3. Perlindungan Independen. 
Berne Convention menguraikan mengenai ketentuan – ketentuan 
perbentukan Union, perlindungan karya cipta, kriteria pemberian 
perlindungan, kriteria perlindungan bagi karya – karya sinematografi; 
arsitektur; dan karya artistik tertentu, hak – hak yang diberikan, 
perbatasan perlindungan atas karya tertentu dan Warga Negara Bukan 
anggota Union, jangka waktu perlindungan, perlindungan karya bersama, 
hak menerjemahkan, hak reproduksi, penggunaan bebas karya – karya 
drama dan music, penyiaran dan hak terkait, hak – hak tertentu dalam 
karya sastra, hak untuk adaptasi; penataan (Arragement); dan perubahan 
lain, pembatasan hak perekaman karya musik dan kata – kata melekat, 
sinematografi dan hak – hak terkait, ketentuan khusus mengenai 
sinematografi, droit de suite, atas karya seni dan manuskrip, pelaksanaan 
perlindungan hak, perbanyakan yang merupakan akibat pelanggaran hak, 
pengawasan atas sirkulasi serta pemaparan dan pameran karya cipta, 
karya cipta pada saat berlakunya konvensi, perlindungan yang lebih 
besar, hingga ketentuan mengenai perjanjian – perjanjian khusus.9 
Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 
pasal. Salah satu substansi yang diatur adalah perlindungan Indikasi 
Geografis yang ditegaskan dalam Pasal 22, 23, dan 24. 
                                                 
       
9
 Ibid, hlm. 45 - 51 
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Prinsip – prinsip dasar Perjanjian TRIPs sejalan dengan prinsip – 
prinsip dasar GATT 1994, yang terwujud dalam prinsip – prinsip umum 
Non-Diskriminasi (Non-Discriminatory), Perlakuan Nasional (National 
Treatment) dan Perlakuan Terbaik Bangsa (Most-Favourite-Nation 
Treatment). Prinsip diskriminasi merupakan dasar dari Prinsip Perlakuan 
Nasional dan Perlakuan Terbaik Bangsa.10 
Secara umum, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) TRIPs, asas 
Perlakuan Nasional mensyaratkan bahwa setiap anggota TRIPs harus 
memperlakukan warga – warga asing dari negara anggota TRIPs lainnya 
secara tidak lebih menguntungkan dari perlakuan yang diterima oleh 
warga negaranya sendiri. Jadi, suatu anggota TRIPs tidak boleh 
membedakan perlakuan yang diberikan kepada warga negara asing dari 
yang diberikan kepada warga negaranya sendiri, selama warga negara 
asing itu adalah warga negara dari negara anggota TRIPs.11 
Pada hakikatnya, TRIPs mengandung empat kelompok 
pengaturan. Pertama, yang mengaitkan hak kekayaan intelektual dengan 
konsep perdagangan internasional. Kedua, yang mewajibkan negara – 
negara anggota untuk mematuhi Paris Convention dan Berne Convention. 
Ketiga, menetapkan aturan atau ketentuan sendiri. Keempat, yang 
merupakan ketentuan atas hal – hal yang secara umum termasuk upaya 
penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara – negara 
                                                 
       
10
 Miranda Risang Ayu, op.cit. hlm. 28 
       
11
 Ibid, hlm. 29 
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anggota. Di samping merujuk Paris Convention dan Berne Convention, 
TRIPs merujuk beberapa perjanjian internasional lain.12 
TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan Hukum hak 
milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, 
penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara 
pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan 
kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkesimbangan antara hak dan 
kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan 
hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat 
kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai 
terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan 
prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi 
penghalang bagi perdagangan yang sah.13 
B. Konsistensi Hak Cipta di Indonesia 
Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang 
sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi oleh individu – individu dalam suatu negara. Kreatvitas manusia 
untuk melahirkan karya – karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil 
penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang 
memiliki kualitas seni yang tinggi. 
Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti 
arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari 
                                                 
       
12
 Ibid, hlm. 22 
       
13
 Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47. 
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berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, 
hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga menuntut perubahan 
secara terus menerus. Kualitas politis dan tarik menarik dalam memenuhi 
kebutuhan ekonomi suatu negara dalam kerangka global, menyebabkan 
negara – negara di dunia menentukan strategi pemberdayaan ekonomi di 
negaranya masing – masing. Kebijakan ekonomi nasional suatu negara 
biasanya dituangkan dalam peraturan perundang – undangan. Tak pelak 
lagi, negara – negara yang memiliki kemampuan yang kuat secara 
ekonomis, akan menang dalam persaingan global tersebut. 
Negara – negara yang bergabung GATT berkeinginan untuk 
mengatasi rintangan dalam perdagangan ini dan sekaligus menghendaki 
adanya keadilan. Pertemuan demi pertemuan dilangsungkan sejak tahun 
1946 sampai tahun 1994 yang melahirkan WTO. Dalam kesepakatan 
GATT 1994 tersebut terdapat satu instrument hukum yang khusus 
mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual yakni TRIP‟s. Indonesia 
meratifikasi persetujuan ini dan karenanya berkewajiban menyesuaikan 
seluruh perangkat hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam perjanjian TRIP’s tersebut. 
Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta 
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya 
atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – 
pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.14 
                                                 
       
14
 Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
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Menurut Hutauruk ada dua unsure penting yang terkandung dari 
rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang – 
Undang Hak Cipta, yaitu : 
1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan 
jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya 
(mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, 
mencantumkan nama sebenarnya atau nama samara dan 
mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).15 
 Pasal 2 Undang – Undang Hak Cipta Indonesia secara tegas 
menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, harus 
memperhatikan pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang 
– undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud sudah tentu 
bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta 
harus sesuai dengan tujuannya. 
 Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak 
cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan 
haknya sevara sewenang – wenang. Ini menimbulkan kesan bahwa 
sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya 
pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap 
didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenya Indonesia tidak 
                                                 
15
 M. Hutauruk, 1982, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, hlm. 11. 
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menganut paham individualitas dalam arti sebenarnya. Hak individu 
dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 
 Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut Undang – Undang 
Hak Cipta disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, 
artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak 
terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah 
jelas ada pelanggaran hak cipta. 
 Pendaftaran hak cipta tidak berarti secara subtantif Ditjrn HKI 
bertanggung jawab atas kebenaran karya cipta tersebut. Ketentuan ini 
sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil 
ciptaannya, tetapi sebagian yang lain ditiru dari karya cipta orang lain. 
Dalam keadaan seperti ini Ditjen HKI tidak memasukkan hal semacam ini 
sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan.  
 Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta 
dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa 
mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena 
tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang 
tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam 
pembuktiannya. 
 Dari penjelasan umum tersbut dapatlah disimpulkan bahwa 
pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, 
melainkan untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. 
18 
 
 Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan 
pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum 
serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya pendaftaran 
dimaksud diselenggarakan oleh Ditjen HKI dibawah naungan Departemen 
Kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat 
dilihat oleh setiap orang. 
 Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau 
si pemegang hak kepada Ditjen HKI dengan surat rangkap dua dan ditulis 
dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan biaya pendaftaran dan 
contoh ciptaan atau penggantinya.16 
 Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri 
Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HKI dengan surat rangkap dua, 
ditulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas folio berganda. Dalam surat 
permohonan itu tertera : 
a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; 
b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; 
c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; 
d) Jenis dan judul ciptaan; 
e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali; 
f) Uraian ciptaan rangkap tiga. 
 Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta orangnya 
berbeda. Hal ini dapat terjadi bila ciptaannya itu dialihkan kepada pihak 
                                                 
       
16
 Pasal 37 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
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lain, misalnya kepada penerbit atau kepada produser untuk karya 
rekaman atau sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung 
kepada siapa hak cipta itu dialihkan oleh penciptanya. Dalam keadaan 
seperti ini keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya 
dalam surat permohonan. Demikian pula halnya terhadap penerima 
kuasa. 
 Jenis dan judul ciptaan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU 
Hak Cipta, misalnya buku, program komputer, ceramah, alat peraga, lagu, 
music, drama, karya pertunjukan dan lain sebagainya yang tercakup 
dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 
 Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali 
maksudnya adalah waktu, dan ciptaan itu diperkenalkan kepada public. 
Sedangkan yang dimaksudkan uraian tentang ciptaan adalah gambaran 
umum tentang ciptaan yang dituangkan dalam formulir permohonan 
pendaftaran yang telah dipersiapkan secara baku oleh Departemen 
Kehakiman c.q. Ditjen HKI. 
 Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk 
satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam – 
macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan 
tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon – pemohon dalam 
hal penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus 
dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh 
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ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang 
kewarganegaraannya. 
 Nama dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya 
harus ditulis dengan lengkap, namun permohonan pendaftaran ciptaan 
yang diajukan atas nama lebih dari seorang dan/atau suatu badan hukum, 
maka nama – nama pemohon harus ditulis seluruhnya, dengan 
menetapkan satu alamat pemohon. Apabila pemohon adalah suatu badan 
hukum, maka dalam surat permohonannya harus dilampirkan turunan 
resmi akta pendirian badan hukum tersebut. 
 Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah Republik 
Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia 
harus memilih tempat tinggal dan menunjuk sorang kuasa dalam wilayah 
Republik Indonesia. 
 Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama pencipta, 
pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan 
jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan 
permohonan pendaftaran ciptaan. 
C. Perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia 
  Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman 
seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan 
keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara 
keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan 
seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual 
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yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang – undang. Kekayaan itu tidak 
semata – mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan 
dan industry yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, 
kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan 
kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi 
bangsa dan negara. 
 Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian 
saksama dalam masa sepuluh tahun terakir ini dan kecenderungan yang 
masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin 
meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya 
maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi 
informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar 
tunggal bersama. 
 Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat 
iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan 
yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih 
memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan 
perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta 
pengalamam melaksanakan administrasi Merek, diperlukan 
penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 
tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana 
diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara 
22 
 
Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek –lama, 
dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru. 
 Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini 
dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain 
menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini 
pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan 
memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif 
dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya 
Permohonan.  
 Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat 
diketahui apakah Permohonan tersebut di setujui atau ditolak dan 
memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan 
terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang 
jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan lebih 
singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang 
Merek –lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara 
keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian 
Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-undang ini diatur bahwa 
apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang 
pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan 
setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti 
Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. 
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 Hal lain adalah berkenaan denga ditolaknya Permohonan yang 
merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang 
dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan 
penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya 
kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak. 
 Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa 
dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi 
geografis, yaitu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang karena 
faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia 
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas 
tertentu pada barang yang dihasilkan . Selain itu juga diatur mengenai 
indikasi - asal. 
 Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan 
perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan 
badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan 
sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. 
Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk 
menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak 
kekayaan intelektual lainnya. 
 Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang 
hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain seperti 
Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya 
perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara 
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Pengadilan untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang 
lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas 
dalam penyelesaiaan sengketa dalam undang-undang ini dimuat 
ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
 Dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
dipergunakan beberapa istilah yang mengandung arti tertentu yang 
dijelaskan sebagai berikut : 
1 Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf – 
huruf, angka – angka, susunan warna atau kombinasi dari 
unsur – unsur tersebut memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. 
2 Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang 
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 
secara bersama – sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya. 
3 Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 
secara bersama – sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan jasa – jasa lainnya. 
 Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk 
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau 
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 
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 Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak 
dalam Undang – Undang Merek adalah seorang, beberapa orang secara 
bersama – sama, atau badan hukum. 
 Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut 
merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberikan hak 
untuk menggunakan sendiri atau member izin kepada orang lain untuk 
menggunakannya. 
 Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam 
Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan : 
a. Tanggal, bulan dan tahun; 
b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamt pemohon; 
c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan melalui 
kuasa; 
d. Warna – warna apabila merek yang dimohonkan 
pendaftarannya menggunakan unsur – unsur warna; 
e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali 
dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 
 Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara 
bersama, atau badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan 
oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama – sama berhak atas 
merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih 
salah satu alamat sebagai alamat mereka. 
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 Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon 
yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis 
dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan sebagaimana 
dimaksud diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan 
Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang 
berhak atas merek tersebut. 
 Ketentuan mengenai syarat – syarat untuk dapat diangkat sebagai 
konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, 
sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan presiden. 
D. Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia 
 Semenjak ditetapkannya Undang – Undang No. 7 Tahun 1994 
tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia, secara otomatis undang – undang tersebut mengesahkan pula 
ketentuan – ketentuan yang diatur dalam TRIPs. Konsekuensinya, 
ketentuan undang – undang dibidang Hak Kekayaan Intelektual juga 
harus disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam 
persetujuan TRIPs, hal – hal baru yang diatur dalam TRIPs harus 
dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang 
Hak Kekayaan Intelektual. Salah satunya menyangkut masalah 
perlindungan indikasi geografis. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang 
– Undang Merek melalui revisi Undang – Undang No. 14 Tahun 1997 
Tentang Merek dengan Undang – Undang No. 15 Tahun 2001. 
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 Di Indonesia, tatanan peraturan perundang – undangan Hak 
Kekayaan Intelektual yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam 
Undang – Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
Undang – Undang ini adalah hasil akhir dari perubahan Undang – Undang 
No. 14 Tahun 1997 juncto Undang – Undang No. 12 Tahun 1992 tentang 
Merek. Pertama – tama, Indikasi Geografis hanya diatur dalam peraturan 
sisipan. Kemudian, Undang – Undang No. 12 Tahun 1992 membentuk 
bab tersendiri untuknya, yakni Bab VII Bagian I tentang Indikasi Geografis 
dan Bab VII Bagian II tentang Indikasi Asal. Dengan cara pengaturan 
terakhir ini, Indikasi Geografis dianggap sebagai bagian dari Merek atau 
Merek dengan karakter khusus. Hal ini mengandung risiko, bahwa 
cakupan Indikasi Geografis ditafsirkan lebih sempit dari Merek, padahal 
belum tentu tepat. 
 Dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang 
kini efektif berlaku, terdapat juga ketentuan baru diluar Bab Indikasi 
Geografis, yang memperluas cakupan merek dan menyiratkan pengakuan 
atas keberadaan Indikasi Geografis. Ketentuan ini adalah Pasal 6 (1) c 
Undang – Undang No. 15 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa 
permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut memiliki 
persamaan esensial atau persamaan pada pokoknya, atau persamaan 
secara keseluruhan, dengan Indikasi Geografis yang telah dikenal. 
 Sebagai bagian dari Merek, prinsip – prinsip perlindungan Merek 
juga berlaku bagi Indonesia Geografis. Dalam konteks ini, penting untuk 
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dicatat bahwa Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 menetukan adanya 
“kaidah penunjuk”. Pertama, dalam Pasal 56 ayat (3), ditentukan bahwa 
Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 yang mengatur pengumuman permohonan 
pendaftaran Merek harus juga diaplikasikan secara mutatis mutandis 
kepada permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Kedua, berdasarkan 
Pasal 60 ayat (6), sistem banding atas keputusan Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual selaku pihak yang berwenang mendaftarkan Indikasi 
Geografis, harus sesuai dengan sistem banding yang terdapat dalam 
sistem pendaftaran Merek yang diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang 
– Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketiga, dalam penegakan 
Hukum, Pasal 57 dan 58 Undang – Undang tersebut menentukan adanya 
hak untuk memperkarakan pemakaian illegal dan memproses upaya 
hukum untuk menahan agar kerugian tidak terus bertambah. Dari uraian 
tersebut, tampak bahwa beberapa bagian dan tahap dari sistem 
perlindungan Merek adalah sama persis dengan bagian dan tahap sistem 
perlindungan Indikasi Geografis. 
 Meskipun demikian, terdapat sebuah ketentuan dalam Undang – 
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang cenderung melemahkan 
kemungkinan suatu Indikasi Geografis untuk dilindungi sebagai Merek 
terdaftar. Ketentuan ini adalah Pasal 5 (d) Undang – Undang No. 15 
Tahun 2001, yang menetapkan empat elemen yang menjadi dasar 
penolakan registrasi Merek. Keempat elemen itu adalah sebagai berikut : 
29 
 
a. bertentangan dengan peraturan perundang - undangan 
yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban 
umum; 
b. tidak memiliki daya pembeda; 
c. telah menjadi milik umum; atau 
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang 
atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 
 Berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis, elemen yang 
terpenting adalah elemen kelima, yang menyatakan bahwa suatu Merek 
tidak bisa didaftarkan jika Merek itu “mengandung informasi atau terkait 
dengan barang atau jasa yang tengah dimohonkan perlindungan”. 
Menurut tafsir yuridis, pengertian “mengandung informasi”  bermakna 
bahwa Merek itu hanya tampil semata – mata sebagai “informasi”, yang 
dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis, hanya merupakan “informasi 
tempat asal” suatu barang atau jasa. Keberadaan Pasal 5 (d) ini menjadi 
pokok contradiction in terminis17 atau kontradiksi di dalam sistem, karena 
kemungkinan perlindungan yang ditawarkan oleh Undang – Undang 
tersebut ternyata dilemahkan atau dilawan oleh salah satu ketentuan 
dalam Undang – Undang itu sendiri.18 
 Secara umum, pengaturan mengenai Indikasi Geografis sudah diatur 
dalam Undang – Undang Merek, yaitu dalam Bab VII Bagian I Pasal 56 
dengan Pasal 58 (diatur mengenai definisi Indikasi Geografis sebagai 
                                                 
       
17
 Kontradiksi atau pertentangan dalam dirinya sendiri. 
       
18
 Miranda Risang Ayu, op. cit, hlm. 150 – 153. 
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suatu identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat tertentu 
yang menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor 
alam dan manusianya serta tata cara pendaftarannya secara umum). 
Akan tetapi, sebenarnya terjadi pemahaman yang keliru mengenai konsep 
dasar dari apa yang dimaksud dengan Indikasi Geografis. Karena Indikasi 
Geografis diatur dibawah Undang – Undang Merek maka sebagian besar 
masyarakat menganggap bahwa Indikasi Geografis adalah bagian dari 
Merek yang memiliki sifat perlindungan dan karakteristik yang sama 
denga perlindungan yang diberikan atas suatu Merek Dagang. 
 Indikasi Geografis menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 
2007 dalam Pasal 1 ayat (1), Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang 
menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan 
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua 
faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang 
dihasilkan. 
 Pada umumnya, Indikasi Geografis terdiri dari nama produk yang 
diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk, tetapi ada pula yang 
mengaitkan nama produk dengan nama tertentu yang bukan nama 
daerah. Contohnya, Lada Putih Muntok (Muntok adalah nama pelabuhan 
di daerah Bangka). 
 Indikasi Geografis secara internasional disepakati dalam Agreement 
on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights (TRIPs). Pasal 22 




“Geographical Indications are, ....., Indications which identify a 
good as originating in the territory of a member, or a region or 
locality in that territority, where a given quality, reputation or 
other characteristic of the good is essentially attributable to its 
geographical origin”. 
 
 Sebagai pengikut TRIPs Indonesia merunutkan lagi aturan 
internasional ini ke dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek. Dalam Pasal 56 dijelaskan tentang Indikasi Gografis, bahwa 
Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan 
daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis 
termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor 
tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang 
dihasilkan. 
 Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu 
identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah 
tertentu. Dan tempat atau daerah itu menunjukkan kualitas dan 
karakteristik suatu produk. Misalnya, merek kopi “Toraja” yang 
menunjukkan karakteristik daerah Tanah Toraja sebagai penghasil kopi 
yang harmonis rasa asam dan pahitnya. 
 Namun begitu, karakteristik suatu produk Indikasi Geografis tidak 
selalu dipengaruhi faktor alam. Faktor campur manusia pun bisa 
menentukan kekhasan suatu produk. Misalnya, kerajinan Batik Jawa atau 
Batik Pekalongan. 
 Seperti halnya pemegang Hak atas merek, pemegang Hak atas 
Indikasi Geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan Indikasi 
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Geografis yang sama. Perlanggaran terhadap aturan ini menyebabkan 
pemegang Hak Indikasi Geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak 
lain. Berbeda dengan kepemilikan hak milik intelektual lainnya pada 
umumnya bersifat individu, Indikasi Geografis kepemilikan haknya bersifat 
kolektif. Tiap orang yang berada dalam daerah penghasil produk dan 
mereka yang diizinkan untuk itu, dimungkinkan untuk bersama – sama 
memiliki hak dan menggunakan nama indikasi geografis pada produksinya 
sepanjang syarat – syarat yang telah ditentukan secara bersama dalam 
buku persyaratan bisa dipenuhi. 
 Pada Pasal 56 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 
Geografis menetukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan 
adalah : 
a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang 
memproduksi barang/yang bersangkutan yang terdiri atas : 
1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan 
hasil alam atau kekayaan alam; 
2) Produsen barang hasil pertanian; 
3) Pembuat barang – barang kerajinan tangan atau hasil 
industri; atau kekayaan alam; 
4) Pedagang yang menjual barang tersebut. 
b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau 
c) Kelompok konsumen barang tersebut. 
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 Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang 
adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan Indikasi 
Geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga 
resmi lainnya seperti koperasi dan asosiasi. 
 Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan lain yaitu Merek 
dapat dimiliki secara perorangan atau perusahaan. Adapun Indikasi 
Geografis dapat dimiliki secara terbuka oleh suatu lembaga mewakili 
masyarakat atau kelompok konsumen tertentu. 
 Buku persyaratan merupakan suatu syarat mutlak yang harus 
dipenuhi bagi tiap – tiap pihak yang akan mendaftarkan produk Indikasi 
Geografis. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) PP No. 51 Tahun 2007 tentang 
Indikasi Geografis, buku persyaratan adalah : 
”suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan 
karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk 
membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya yang 
memiliki kategori sama” 
 
 Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PP NO. 51 Tahun 2007 tentang 
Indikasi Geografis, buku persyaratan harus memuat : 
a. Daftar isi; 
b. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; 
c. Nama barang yang akan dilindungi Indikasi Geografis; 
d. Uraian karakteristik dan kualitas yang membedakan barang 
tertentu dengan barang lain, dimana memiliki kategori yang 
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sama dan menjelaskan tentang hubungannya dengan 
daerah tempat barang tersebut dihasilkan; 
e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan 
faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam 
memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik 
dari barang yang dihasilkan; 
f. Uraian tentang batas – batas wilayah dan/atau peta daerah 
yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Peta yang dimaksud 
disini adalah geografis bukan peta administrative wilayah; 
g. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan 
dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk memadai 
barang yang dihasilkan di daerah tersebut termasuk 
pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis 
tersebut; 
h. Uraian yang mengjelaskan tentang proses produksi, proses 
pengelolaan dan proses pembuatan yang digunakan 
sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut 
dapat memproduksi, mengolah atau membuat barang 
terkait; 
i. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk mengkaji 
kualitas barang yang dihasilkan; 
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j. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi 
Geografis sebanyak sepuluh lembar maksimal 9 x 9 cm dan 
minimal 5 x 5 cm; 
k. Daftra pustaka, rujukan yang digunakan dalam penulisan 
buku persyaratan; dan 
l. Daftar lampiran. 
 Perlindungan Indikasi Geografis pada dasarnya tidak terbatas pada 
produk pertanian saja, semua produk yang memiliki keterkaitan dengan 
faktor geografis termasuk faktor alam dan/atau manusia sebagai dominasi 
terbentuknya ciri khas dan kualitas serta telah dikenal keberadaannya 
dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis. 
 Sebagai contoh handicraft yang dapat dilindungi sebagai Indikasi 
Geografis adalah Gerabah Kasongan dari metode pembuatan gerabah 
diketahui bahwa bahwa bahan baku pembuatan gerabah berupa tanah 
merah yang berasal dari daerah Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, Bantul. 
Karena ciri – ciri yang khas sehingga tanah liat serupa dari daerah lain 
yang tidak bisa dipakai untuk menghasilkan gerabah berkualitas. 
 Dengan demikian, yang dapat membedakan produk Indikasi 
Geografis dan bukan produk Indikasi Geografis adalah dominasi yang 
membentuk ciri khas dan kualitas, jika ciri khas dan kualitas lebih 
didominasi faktor manusia maka bisa dipastikan produk tersebut bukan 
produk Indikasi Geografis. Contohnya, Bika Ambon Medan, Gudeg Jogja, 
Soto Betawi, Bakpia Patuk dan Batik Jogja. 
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 Walaupun Indikasi Geografis hanya menunjukkan daerah asal suatu 
barang yang karena faktor geografis memberikan ciri atau kualitas 
tertentu, tidak semua permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat 
diterima untuk didaftar karena permohonan pendaftaran Indikasi Geografis 
ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut : 
a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, 
ketertiban umum atau dapat memperdayakan atau 
menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal 
sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya; 
b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi 
geografis.19 
 Walapun ada kemungkinan pendaftaran Indikasi Geografis ditolak 
oleh Direktorat Jenderal, terhadap penolakan tersebut dapat dimintakan 
banding kepada Komisi Banding Merek. Sementara itu, ketentuan 
mengenai banding terhadap penolakan pendaftaran merek berlaku secara 
mutatis mutandis bagi permintaan banding terhadap penolakan 
permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.20 
 Berbeda dengan jangka waktu perlindungan hak merek yang berlaku 
hanya selama sepuluh tahun dan masih dapat diperpanjang, Indikasi 
Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung 
selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya 
perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. 
                                                 
       
19
 Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75. 
       
20
 Ibid, hlm. 75. 
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 Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai 
Indikasi Geografis suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak 
lain yang tidak berhak mendaftar, pihak yang beritikad baik tersebut tetap 
dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu dua tahun 
terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Hal ini 
merupakan keringanan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya 
karena Indikasi Geografis ini bukan hak pribadi sebagaimana halnya 
dengan hak merek. Toleransi penggunaan Indikasi Geografis orang tidak 
berhak yang beritikad baik tersebut tidak dikenal dalam penggunaan 
merek oleh orang yang tidak berhak, walaupun dia beritikad baik. 
 Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan 
terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak, berupa permohonan 
ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi 
Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Selain itu, untuk 
mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, 
hakim padat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan 
pembuatan dan perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket 
Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. 
 Walaupun ketentuan di atas tidak menegaskan bahwa ketentuan itu 
hanya berlaku bagi pemakai Indikasi Geografis yang beritikad buruk, 
apabila memerhatikan ketentuan sebelumnya yang member kesempatan 
kepada pemakai tanpa hak yang beritikad baik selama dua tahun untuk 
menggunakan Indikasi Geografis tersebut, ini berarti bahwa ketentuan 
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tentang gugatan tersebut hanya berlaku terhadap pihak yang secara 
tanpa hak dan beritikad buruk menggunakan Indikasi Geografis tersebut. 
 Dalam hal terjadi pelanggaran Indikasi Geografis, untuk menghindari 
kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan, maka dikenal pula 
penetapan sementara. Ketentuan mengenai penetapan sementara yang 
berlaku terhadap pelanggaran hak atas merek berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap pelaksanaan hak atas Indikasi Geografis.21 
E. Kabupaten Wajo Sebagai Penghasil Sarung Sutera 
 Secara geografis Kabupaten Wajo terletak 3° 39’ - 4° 16’ Lintang 
Selatan dan 119° 53’ - 120° 27’ Bujur Timur. Jarak dari ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan, Kota Makassar sekitar 242 kilometer kea rah utara. 
Letak kabupaten ini berbatasan dengan : 
 Utara  : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 
 Timur  : Teluk Bone 
 Selatan  : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 
 Barat  : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap 
 Kegiatan pengembangan persuteraan di Kabupaten Wajo dapat 
ditemui hampir disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Namun, 
dalam pengembangan persuteraan alam dan produksi benang sutera 
terkonsenterasi di Kecamatan Sabbangparu dan daerah 
pengembangannya tersebar di Kecamatan Pammana, Kecamatan Tempe, 
Kecamatan Bola, Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Majauleng. 
                                                 
       
21
 Ibid, hlm. 76 – 77. 
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Sedangkan sentra industri penenunan sutera terdapat di Kecamatan 
Tanasitolo dan daerah pengembangannya tersebar di Kecamatan Tempe, 
Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Pammana. 
 Kegiatan pengembangan persuteraan baik industri hulu yang 
meliputi persuteraanalam dengan penanaman Tanaman Murbey, 
Pemeliharaan Ulat Sutera (Bombyx Mori, sp) dan produksi kokon serta 
Industri Hilir yang meliputi pemintalan benang sutera, penenunan kain 
sutera hingga pengembangan deversifikasi produk asal sutera dapat 
dijumpai di Kabupaten Wajo.22 
 Tanaman Murbey (Morus, sp) adalah tanaman yang merupakan 
tanaman utama dalam pemeliharaan ulat sutera sehingga keberadaannya 
mutlak dibutuhkan dalam kegiatan persuteraan alam pemeliharaan ulat 
sutera. Setelah pengembangan tanaman murbey, maka tahap berikutnya 
adalah produksi kokon yang merupakan hasil dari pemeliharaan ulat 
sutera.23 
 Industri pemintalan sutera di Kabupaten Wajo berkembang dalam 
beberapa tingkatan dilihat dari operasionalnya yaitu menggunakan alat 
reeling dengan sistem manual, semi mekanis dan otomatis.  Industri 
pertenunan sutera merupakan kegiatan yang paling banyak digeluti oleh 
pelaku persuteraan di Kabupaten Wajo, hal ini dilatar belakangi oleh 
produk kain sutera yang dihasilkan mempunyai nilai kegunaan yang 
dipadukan dengan nilai estetika budaya setempat. Perpaduan nilai 
                                                 
       
22
 Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Persuteraan 
Kabupaten Wajo (Potensi Keunggulan Daerah). Hlm. 7 
       
23
 Ibid. Hlm. 9 
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tersebut menghasilkan karakteristik yang tersendiri yang mencirikan 
produk kain sutera khususnya sarung sutera khas Sengkang (lipa „ sabbe 
to sengkang = sarung sutera orang Sengkang). 
 Dalam perkembangannya pengrajin pertenunan sutera bukan saja 
menghasilkan kain sarung tetapi sudah mampu memproduksi produk kain 
lain seperti kain motif tekstur dalam bentuk kain putih dan warna, maupun 
kain yang ditenun dengan memadukan benang sutera dengan bahan 
serat lainnya sehingga memberikan banyak pilihan bagi para peminat 
produk sutera. 
F. Motif Sarung Sutera Kabupaten Wajo 
 Dalam bahasa local (Bugis) sarung sutera di sebut dengan “Lipa‟ 
Sabbe”, dimana dalam proses pembuatan benang sutera menjadi kain 
sarung sutera masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan 
tenun tradisional yaitu alat tenun gedongan dengan berbagai macam motif 
yang diproduksi seperti motif “Balo Tettong” (bergaris atau tegak), motif 
“Makkalu” (melingkar), motif “Mallobang” (berkotak kosong), motif “Balo 
Renni” (berkotak kecil). Selain itu juga diproduksi dengan 
mengkombinasikan atau menyisipkan “Wennang Sau” (Lusi) timbul serta 
motif “Bali Are” dengan sisipan benang tambahan yang mirip dengan kain 
Damas.24 
 Menurut Drs. H. Andi Darmawangsa, M.Si selaku sekretaris Dinas 
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo di 
                                                 
       
24
 Ibid. Hlm. 1-3 
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samping motif – motif yang ada sejak dari dulu seperti “Bali Are”, “Balo 
Tettong”, “Balo Renni”. Masyarakat Kabupaten Wajo di dalam 
memproduksi sarung sutera mengembangkan dengan motif baru yang 
dirancang dengan budaya Kabupaten Wajo yakni “Balo Lawasoji” yang 
diilhami dari perlengkapan perkawinan adat bugis. Sarung sutera dengan 
motif “Balo Lawasoji” tersebut pernah dikenakan oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan dalam menghadiri Expo di Thailand dan mendapat pengakuan 
dari internasional bahwa “Balo Lawasoji” tersebut adalah motif asli yang 
berasal dari Kabupaten Wajo dan diproduksi di Kabupaten Wajo. 
 Serta terdapat juga motif khas Sulawesi Selatan yaitu motif Sul-Sel 
yang identik dengan motif SS yang dirangkaikan dengan motif lainnya 
yang dibuat di Kabupaten Wajo. 
 Untuk pengembangan perdagangan dan pemakaian sarung sutera, 
sekarang telah dikembangkan sarung sutera yang sudah bisa dicuci 
beberapa kali. Meskipun kualitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan 
dengan sarung sutera yang dibuat menggunakan mesin. Yang 
membedakankan hanyalah proses pembuatannya. Pembuatan sarung 
sutera dengan menggunakan mesin dapat menghemat waktu sampai 
beberapa minggu. 
 Jika ciri khas dipertahankan dan dijaga konsistensi mutu tingginya 
maka produk tersebut akan tetap mendapatkan pasaran yang baik, 
sebaliknya bila ciri khas dan mutu produk tersebut tidak konsisten maka 
nilai jualnya akan menurun. Suatu produk yang bermutu khas tentu 
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banyak ditiru orang sehingga perlu diupayakan perlindungan hukum yang 
memadai bagi produk – produk tersebut. Seperti Sarung Sutera Sengkang 
yang berpotensi untuk dilindungi sebagai Indikasi Geografis dan 
didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga 























A. Lokasi Penelitian 
 Pada penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum 
Terhadap Sarung Sutera Wajo”. Peneliti mengambil lokasi penelitian di 
Kabupaten Wajo tepatnya di Kecamatan Tempe Kelurahan Tempe, 
Kecamatan Majauleng Kelurahan Paria dan Desa Tosora, Kecamatan 
Tanasitolo Desa Sempangnge, Desa Asorajang, Desa Pakkanna dan 
Desa Nepo. Hal ini didasarkan karena di lokasi tersebut terdapat pengrajin 
dan pedagang sarung sutera khas Sengkang. 
B.  Populasi dan Sampel 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengraji 
sarung sutera yang ada di Kabupaten Wajo dan pedagang sarung sutera 
yang ada di Kabupaten Wajo. Sampel yang digunakan dari populasi 
tersebut adalah 7 pengrajin sarung sutera yang ada ditiap kecamatan 
yang ada di Kabupaten Wajo dan 5 pedagang sarung sutera yang 
tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Wajo. 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam proses 
pelaksanaan penelitian ini yaitu : 
a. Data primer berupa data yang peneliti peroleh di lapangan 
melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 
narasumber terkait dengan kegiatan penelitian ini, yaitu 
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Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan dan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Pengrajin 
dan/atau Pedagang Sarung Sutera serta Masyarakat 
Kabupaten Wajo. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan berupa bahan – bahan tertulis yang berkaitan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 
Sumber data sekunder mencakup dokumen – dokumen 
resmi, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain 
sebagainya. Selain itu pula peneliti mengambil bahan hukum 
primer yaitu Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 
tentang Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder yaitu 
hasil – hasil penelitian dan pendapat para pakar dan bahan 
hukum tersier yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 
petunjuk maupun penjelasan. Bahan hukum tersier tersebut 
yaitu kamus bahasa dan kamus hukum. Semua data – data 
tersebut peneliti baca dan telaah secara saksama untuk 






D. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang peneliti 
gunakan antara lain : 
a. Studi Kepustakaan/Dokumentasi : 
Yaitu menelaah bahan – bahan tertulis berupa buku – buku, 
dokumen resmi peraturan perundang – undangan serta 
sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Data – data yang diperoleh kemudian diolah dengan 
teknik content analysis untuk menghasilkan suatu 
kesimpulan. 
b. Studi Lapangan 
Studi lapangan dengan memakai teknik wawancara yaitu 
usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan kegiatan 
penelitian. Wawancara dalam pengumpulan data primer 
dilakukan kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Pemuda, 
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo, 
Pengrajin dan/atau Pedagang Sarung Sutera serta 
Masyarakat Kabupaten Wajo selaku pemakai sarung sutera. 
E.  Analisis Data 
 Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan 
data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 
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kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang 
ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan – 
permasalahan yang berkaitan dengen penelitian ini. Penggunaan metode 
deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas 
dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, 
dalam hal ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Sarung Sutera Wajo 
 Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 
keanekaragaman seni dan budaya. Dengan keanekaragaman etnik, suku 
bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional 
yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah 
satu sumber dari kekayaan intelektual yang yang dapat dan perlu 
dilindungi oleh Undang - Undang. Kekayaan itu tidak semata - mata untuk 
seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang 
melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan 
budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya 
bagi para penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara. 
 Kain sarung dibuat dari bermacam - macam bahan: katun, poliester, 
atau sutera. Penggunaan sarung sangat luas, untuk santai di rumah 
hingga pada penggunaan resmi seperti ibadah atau upacara perkawinan. 
Pada umumnya penggunaan kain sarung pada acara resmi terkait 
sebagai pelengkap baju daerah tertentu. 
 Motif kain sarung yang umum adalah garis - garis yang saling 
melintang. Namun demikian, sarung untuk pakaian daerah dapat pula 
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dibuat dari bahan tenun ikat, songket, serta tapis.25 Sedangkan pengertian 
Sutera merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. 
Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang 
dihasilkan larva ulat sutra murbei (bombyx mori) yang diternak 
(peternakan ulat itu disebut serikultur). Sutra bertekstur mulus, lembut, 
namun tidak licin. Rupa berkilauan yang menjadi daya tarik sutra berasal 
dari struktur seperti prisma segitiga dalam serat tersebut yang membuat 
kain sutra dapat membiaskan cahaya dari berbagai sudut. 
 "Sutra liar" dihasilkan oleh ulat selain ulat sutra murbei dan dapat 
pula diolah. Berbagai sutra liar dikenali dan digunakan di Cina, Asia 
Selatan, dan Eropa sejak dahulu, namun skala produksinya selalu jauh 
lebih kecil daripada sutra ternakan. Sutra liar berbeda dari sutra ternakan 
dari segi warna dan tekstur, serta kepompong liar yang dikumpulkan 
biasanya sudah dirusak oleh ngengat yang keluar sebelum kepompong 
tersebut diambil, sehingga benang sutra yang membentuk kepompong itu 
sudah terputus menjadi pendek. Ulat sutra ternakan dibunuh dengan 
dicelup ke dalam air mendidih sebelum keluarnya ngengat dewasa, atau 
ditusuk dengan jarum, sehingga seluruh kepompong dapat diurai menjadi 
sehelai benang yang tak terputus. Ini membuat sutra bisa ditenun menjadi 
kain yang lebih kuat. Sutra liar biasanya juga lebih sukar dicelup warna 
daripada sutra ternakan. 
                                                 
        
25
 Wikipedia.org.id diakses pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 21.20 
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 Sutra juga dihasilkan oleh beberapa jenis serangga lain, namun 
hanya jenis sutra dari ulat sutra yang digunakan untuk pembuatan tekstil. 
Pernah juga dijalankan kajian terhadap sutra - sutra lain yang 
menampakkan perbedaan dari aspek molekul. Sutra dihasilkan terutama 
oleh larva serangga yang bermetamorfosis lengkap, tetapi juga dihasilkan 
oleh beberapa serangga dewasa seperti Embioptera. Produksi sutra juga 
kerap dijumpai khususnya pada serangga ordo hymenoptera (lebah, 
tabuhan, dan semut), dan kadang kala digunakan untuk membuat sarang. 
Jenis - jenis arthropoda yang lain juga menghasilkan sutra, terutama 
arachnida seperti laba - laba.26 
1. Hak Cipta Pada Sarung Sutera Wajo 
 Saat ini Indonesia telah memiliki Undang - Undang No. 6 Tahun 
1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang No. 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang - Undang No. 12 
Tahun 1997 dan terakhir Undang - Undang No. 19 Tahun 2002 yang 
selanjutnya disebut Undang - Undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu 
telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIP’s 
namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk 
memberikan perlindungan bagi karya - karya intelektual di bidang Hak 
Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual 
yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut. Dari 
                                                 





beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual masih terdapat 
beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita 
perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan 
Hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi 
karya intelektual yang bersangkutan secara jelas. 
 Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (economic rights) dan Hak Moral 
(moral rights). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak Moral adalah hak 
yang melekat pada diri pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan 
atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait 
telah dialihkan.  
 Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada idea tau gagasan 
karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan 
menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan 
kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, 
dibaca atau didengar. 
 Seperti yang diketahui bersama bahwa Kota Sengkang adalah salah 
satu pusat sentra perdagangan dan pengembangan sarung sutera yang 
ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sarung Sutera yang terkenal dari Kota 
Sengkang dikenal dengan nama Sarung Sutera Sengkang atau dalam 
bahasa bugis dikenal “Lipa‟ Sabbe To Sengkang” yang memiiki ciri khas 
yang merupakan identitas tersendiri dari Kota Sengkang. Ciri khas 
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tersebut diketahui melalui motif sarung sutera yang berasal dari 
Sengkang. Motif sarung sutera yang identik dengan Kota Sengkang 
adalah motif Ma‟Lobang dan motif Subbi. 
 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Hak Cipta memaparkan 
bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak 
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan 
izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan -pembatasan menurut 
peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
 Sarung Sutera Wajo memiliki dua motif atau corak khas berasal dari 
Wajo seperi Motif Ma‟Lobang atau dalam Bahasa Indonesia diartikan 
“Berlubang”. Motif Ma‟Lobang merupakan asal mula dari motif sarung 
sutera yang berasal dari Kota Sengkang. Hingga zaman sekarang ini, 
motif sarung sutera Sengkang mengalami perubahan yang sangat 
signifikan, telah terjadi perubahan motif yang dulunya hanya 
menggunakan dua motif ciri khas Kota Sengkang kini telah terdapat 
beberapa motif hasil inovasi pengrajin sarung sutera yang ada di 
Kabupaten Wajo. 
 Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara penulis dengan Drs. 
H. Sumange Alam Carru, M.Si Mantan Kepala Dinas Pendidikan  dan 
Ketua Dewan Pendidikan Kab. Wajo27 menyatakan bahwa filosofi dari 
                                                 
       
27
 Drs. H. Sumange Alam Carru, M.Si. Wawancara, Mantan Kepala Dinas 
Pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan Kab. Wajo, 6 Mei 2013. 
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motif sarung sutera Sengakang yang dikenal dengan nama Ma‟Lobang 
yang sejak dulu tidak ada seorang pun yang tahu pencipta motif tersebut 
bahwa motif tersebut berbentuk kotak besar dengan beberapa warna saja. 
Hal ini menandakan bahwa kehidupan manusia terdiri dari empat elemen 
yaitu Bumi, Air, Api dan Udara yang semuanya merupakan unsur penting 
penunjang kehidupan manusia hingga dulu hingga sekarang. Sama 
halnya dengan model baju Bodo yang berbentuk persegi juga mempunyai 










        Gambar 1. Sarung Sutera Sengkang Motif Ma‟Lobang 
 
 
 Kota Sengkang adalah salah satu kota penghasil sarung sutera di 
Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan motif sarung suteranya 
yang sangat indah dan sangat menarik dipandang mata. Namun, motif 
tersebut hingga saat ini belum diketahui pencipta motif Ma‟Lobang 
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tersebut. Hal ini rentan dengan pengklaiman motif oleh daerah lain yang 
juga penghasil sarung sutera di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di 
wilayah Indonesia. Motif Balo Lobang ini dikhususkan bagi Pria yang 
belum menikah. Garis dan kombinasi garis sangat berbeda, garisnya 
cenderung lebih tebal dan menghasilkan puluhan kotak-kotak yang besar 
pula. Dari segi warna, biasanya memilih warna terang yang garang seperti 
warna Cella‟ (Merah), Cella‟ Raka (Merah Menyala), Camara‟ (Merah 
keemasan). 
 Selain terkenal dengan motif Ma‟Lobang, sutera Sengkang juga 
terkenal dengan motif Balo Renni yang merupakan hasil inovasi dari motif 
sebelumnya yaitu motif Ma‟Lobang. Motif Balo Renni memiliki kotak - kota 
kecil yang dipadukan dengan hiasan berwarna emas. Yang juga 







                   Gambar 2. Sarung Sutera Motif Balo Renni 
 
 
 Meskipun hingga saat ini pencipta motif tradisional sarung sutera 
Sengkang belum diketahui seperti yang telah dijelaskan Bapak Drs. H.  
Sumange Alam Carru, M.Si Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua 
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Dewan Pendidikan Kab. Wajo dalam suatu wawancara mengatakan 
bahwa pencipta motif sarung sutera Sengkang bermula sejak pertama kali 
penduduk Suku Bugis mendiami Kab. Wajo yang saat itu masih 
beribukota Tosora. Kab. Wajo pada zaman tersebut mayoritas penduduk 
Suku Bugis bermata pencarian sebagai penenun sarung sutera dan sejak 
itulah muncullah motif sarung sutera khas Kota Sengkang yang telah 
mengalami beberapa perubahan. 
 Disebut motif Balo Renni, karena sarung ini sarat dengan garis -garis 
vertikal dan horizontal yang tipis dan menghasilkan ribuan kotak -kotak 
kecil pula. Warna, kombinasi warna dan kombinasi garis tersebut akan 
ditemui pada keseluruhan kain sarung ini. Kecuali pada bagian kapalanna 
(tumpal), bagian yang harus berada dibelakang, lurus dengan punggung 
sang pemakai. Pada bagian ini akan ditemui garis dan kotak-kotak dengan 
pilihan warna, kombinasi warna atau kombinasi garis yang berbeda. 
Sebagai pembeda antara bagian kapala dan watang (tubuh) sarung 
tersebut. 
 Sarung dengan motif ini biasanya memakai warna-warna terang 
yang lembut, seperti Bakko (merah jambu), Cui (Hijau Muda), mengingat 
yang memakainya adalah gadis, seseorang yang belum menikah. Dulu, 
bagi para pria yang ingin mencari perempuan Bugis untuk calon istri, 
rajinlah datang ke hajatan - hajatan di tanah Bugis. Jika anda melihat 
seorang perempuan menggunakan motif ini maka ia adalah perawan. Jika 
anda ingin hal serupa saat ini, yakin dan percaya anda akan kecewa. 
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Masyarakat saat ini memakai sarung tidak lagi memperhatikan nilai dan 
simbol dari sarung yang dipakainya. Aspek kecocokan warna, motif dan 







           Gambar 3. Sarung Sutera Motif Subbi‟  
 
 
 Meskipun belum diketahui pencipta motif sarung sutera Sengkang, 
Pasal 10 ayat (2) Undang - Undang Hak Cipta mengatur bahwa Negara 
memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang 
menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, 
lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. 
 Dalam rangka melindungi folklore dan hasil kebudayaan rakyat lain, 
Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta 
tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara 
Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat 
merusak nilai kebudayaan tersebut. 
 Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional. Baik 
yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang 
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menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan 
nilai - nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk : 
 a. cerita rakyat, puisi rakyat; 
 b. lagu - lagu rakyat dan music instrument tradisional; 
 c. tari - tarian rakyat, permainan tradisional; 
 d. hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukiran - ukiran,  
     pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian,   
     instrument music dan tenun tradisional. 
 Selain dengan motif ciri khas Kota Sengkang yaitu Motif Ma‟ Lobang 
dan Motif Subbi‟ terdapat pula motif zig – zag yang diberi nama Motif 
Bombang yang dalam Bahasa Indonesia berarti gelombang laut atau arus. 
Motif zig – zag dapat diterapkan di seluruh permukaan sarung atau di 
bagian kepala sarung, kepala sarung terletak di area tengah sarung. Motif 
kotak – kotak dan bombang dapat pula digabungkan sehingga dapat 







    





 Selain motif – motif tersebut, terdapat pula motif kembang besar 
yang terkenal dengan nama Sarung Samarinda. Seperti yang dijelaskan 
oleh Drs. H. Sumange Alam Carru, Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan 
Ketua Dewan Pendidikan Kab. Wajo dalam wawancara yang sama 
mengatakan bahwa meskipun Samarinda terletak di Kalimantan Timur, 
namun kebudayaan menenun sarung sutera di Samarinda, asal mulanya 
dibawa oleh masyarakat Bugis yang mencari suaka ke Kerajaan Kutai 
Kertanegara akibat perjanjian Bungaja antara Kerajaan Gowa dan 
Belanda.28 
 Masyarakat Bugis tersebutlah yang mengembangkan pertenunan 
sarung sutera di Kalimantan Timur hingga sekarang. Motif bunga – bunga 
kecil yang diterapkan dengan teknik songket menggunakan benang halus 
berwarna metalik. Motif tersebut sangat sederhana dan diletakkan pada 
sisi sebelah kanan kain. Kain tenun Sutera Sengkang yang dibuat di 
Sengkang umumnya memiliki warna – warna cerah seperti merah terang, 







               Gambar 5. Sarung Sutera Samarinda 
                                                 





 Selain dengan pencipta motif khas Sarung Sutera Sengkang hingga 
saat ini belum diketahui dan dapat dilindungi dengan Pasal 10 ayat (2) 
Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur 
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Terdapat pula 
Pasal 12 ayat (1) huruf (i) Undang – Undang Hak Cipta yang mengatur 
bahwa Ciptaan yang dapat dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra. 
 Dalam huruf (i) mengatur bahwa seni batik. Batik yang dibuat secara 
konvensional dilindungi dalam undang – undang ini sebagai bentuk 
ciptaan tersendiri. Karya – karya seperti itu memperoleh perlindungan 
karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar 
maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik 
adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa 
Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti seni songket, ikat dan 
lain – lain yang dewasa ini terus dikembangkan. 
 Hal inilah yang mendorong seni batik dapat diartikan sama dengan 
seni tenun sarung sutera yang terdapat dibeberapa daerah di Provinsi 
Sulawesi Selatan karena terdapat beberapa kesamaan esensial terkhusus 
pada proses pembuatan hingga motif – motif yang dihasilkan. Menurut 
penulis motif sarung sutera Sengkang adalah motif tradisional khas suatu 





2. Perlindungan Hukum Merek Pada Sarung Sutera Wajo 
 Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian 
seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang 
masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin 
meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya 
maupun bidang – bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi 
informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor 
perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan 
dunia sebagai pasar tunggal bersama. 
 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis. Indikasi Geografis 
dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, 
yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor 
manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan 
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.29 
 Indikasi Geografis adalah suatu tanda indikasi atau identitas dari 
suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu 
yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk 
faktor alam dan faktor manusia. Tanda yang digunakan sebagai indikasi 
geografis dapat berupa label yang dilekatkan pada barang yang 
dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau 
wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut. 
                                                 
       
29
 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 
tentang Indikasi Geografis. 
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Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta 
geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus – menerus 
sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. 
Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang – barang yang dihasilkan 
oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil 
industri tertentu lainnya. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran 
Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. 
 Suatu barang yang akan dimohonkan pendaftarannya sebagai 
Indikasi Geografis harus memenuhi unsur – unsur yang terdapat pada 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, yaitu : 
a. Terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang 
yang akan dimohonkan pendaftarannya; dan 
b. Terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena 
adanya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,  faktor 
manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. 
 Lingkungan geografis yang dimaksudkan pada pasal tersebut 
tercantum pada penjelasan Pasal 6 huruf (d) Peraturan Pemerintah 
tentang Indikasi Geografis yang memaparkan bahwa uraian mengenai 
lingkungan geografis setempat mencakup antara lain uraian tentang suhu 
tertinggi, terendah dan rata – rata; tingkat curah hujan; kelembapan udara; 
intensitas sinar matahari; ketinggian dan/atau jenis/kondisi tanah. Pada 
faktor kedua terdapat istilah faktor alam dan faktor manusia, tidak jelasnya 
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penjelasan mengenai kedua istilah tersebut dalam penjelasan pada Pasal 
1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 
Geografis serta tidak adanya batasan – batasan yang dapat dikategorikan 
sebagai faktor alam dan faktor manusia yang akan dimuatnya dalam buku 
persyaratan. 
 Faktor alam dapat diartikan sebagai pengaruh yang diperoleh dari 
iklim (suhu, tingkat curah hujan, kelembapan udara, intensitas sinar 
matahari), ketinggian daerah tersebut, jenis/kondisi tanah. Sedangkan 
faktor manusia dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang diperoleh 
oleh pikiran manusia, kebiasaan, moral, adat istiadat maupun hukum serta 
pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh daerah tersebut. Faktor 
manusia juga dapat diartikan organisasi, kelompok, asosiasi atau 
sejenisnya yang dibuat oleh manusia dalam mempertahankan serta 
melaraskan proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan 
yang digunakan dengan tujuan untuk tetap menjaga eksistensi dari proses 
pembuatan hingga proses penjualan barang tersebut. 
 Seperti halnya pemegang hak atas merek, pemegang hak atas 
Indikasi Geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan Indikasi 
Geografis yang sama. Perlanggaran terhadap aturan ini menyebabkan 
pemegang Hak Indikasi Geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak 
lain. Berbeda dengan kepemilikan hak milik intelektual lainnya pada 
umumnya bersifat individu, Indikasi Geografis kepemilikan haknya bersifat 
kolektif. Tiap orang yang berada dalam daerah penghasil produk dan 
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mereka yang diizinkan untuk itu, dimungkinkan untuk bersama – sama 
memiliki hak dan menggunakan nama indikasi geografis pada produksinya 
sepanjang syarat – syarat yang telah ditentukan secara bersama dalam 
buku persyaratan bisa dipenuhi. 
 Pasal 56 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis 
menetukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan adalah : 
a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang 
memproduksi barang/yang bersangkutan yang terdiri atas : 
1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan 
hasil alam atau kekayaan alam; 
2) Produsen barang hasil pertanian; 
3) Pembuat barang – barang kerajinan tangan atau hasil 
industri; atau kekayaan alam; 
4) Pedagang yang menjual barang tersebut. 
b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau 
c) Kelompok konsumen barang tersebut. 
 Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang 
adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan Indikasi 
Geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga 
resmi lainnya seperti koperasi dan asosiasi. 
 Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan lain yaitu Merek 
dapat dimiliki secara perorangan atau perusahaan. Adapun Indikasi 
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Geografis dapat dimiliki secara terbuka oleh suatu lembaga mewakili 
masyarakat atau kelompok konsumen tertentu. 
 Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PP NO. 51 Tahun 2007 tentang 
Indikasi Geografis, buku persyaratan harus memuat : 
a. Daftar isi; 
b. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; 
c. Nama barang yang akan dilindungi Indikasi Geografis; 
d. Uraian karakteristik dan kualitas yang membedakan barang 
tertentu dengan barang lain, dimana memiliki kategori yang 
sama dan menjelaskan tentang hubungannya dengan 
daerah tempat barang tersebut dihasilkan; 
e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan 
faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam 
memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik 
dari barang yang dihasilkan; 
f. Uraian tentang batas – batas wilayah dan/atau peta daerah 
yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Peta yang dimaksud 
disini adalah geografis bukan peta administrative wilayah; 
g. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan 
dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk memadai 
barang yang dihasilkan di daerah tersebut termasuk 




h. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses 
pengelolaan dan proses pembuatan yang digunakan 
sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut 
dapat memproduksi, mengolah atau membuat barang 
terkait; 
i. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk mengkaji 
kualitas barang yang dihasilkan; 
j. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi 
Geografis sebanyak sepuluh lembar maksimal 9 x 9 cm dan 
minimal 5 x 5 cm; 
k. Daftra pustaka, rujukan yang digunakan dalam penulisan 
buku persyaratan; dan 
l. Daftar lampiran. 
 Ketika produk tersebut telah melekat perlindungan Indikasi Geografis 
yang disebabkan akibat kegiatan permohonan pendaftaran oleh pihak 
tersebut. Tujuan dari pendaftaran tersebut hanya untuk menjamin 
kepastian hukum dari barang indikasi geografis tersebut. 
 Permintaan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan secara 
tertulis kepada Direktorat Jenderal merupakan salah satu upaya yang 
dapat digunakan untuk melindungi barang yang berasal dari budaya suatu 
daerah, dari pihak lain. Misalnya seperti penyalahgunaan, peniruan dan 
pencitraan negatif terhadap Indikasi Geografis. Pendaftaran Indikasi 
Geografis akan memberikan kepastian hukum bagi barang yang diberikan 
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perlindungan, pemakaian Indikasi Geografis dan konsumen. Adapun 
proses pendaftaran meliputi proses permohonan, proses pemeriksaan 
administratif, proses pemeriksaan substantif, pengumuman, keberatan 
dan sanggahan hingga proses pemeriksaan substantif ulang. 
 Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh 
Pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 
tiga kepada Direktorat Jenderal, dalam hal ini dapat diwakili oleh Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap provinsi yang terdapat di 
setiap kota. Permohonan tersebut selain mencantumkan formulir, 
persyaratan administrasi serta buku persyaratan menjadi hal pokok dalam 
proses permohonan tersebut. Persyaratan adminstrasi berupa tanggal, 
bulan dan tahun permohonan; nama lengkap, kewarganegaraan dan 
alamat pemohon; dan nama lengkap dan alamat kuasa. Apabila 
permohonan diajukan melalui kuasa. Penerima kuasa harus melampirkan 
surat kuasa khusus dan serta bukti pembayaran biaya. Setelah 
lengkapnya formulir, persyaratan adminstrasi, serta buku persyaratan 
barulah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan mengirimkan 
dokumen – dokumen tersebut ke Direktorat Jenderal. Namun, bisa saja 
pemohon dapat mengajukan langsung permohonan terdaftaran tersebut 
ke Direktorat Jenderal. 
 Selanjutnya, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan 
administratif atas kelengkapan persyaratan permohonan dengan jangka 
waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
66 
 
permohonan. Hasil pemeriksaan dapat berupa, permohonan dinyatakan 
tidak lengkap, permohonan ditolak atau permohonan telah memenuhi 
persyaratan. 
 Hal ini tidak sesuai dengan penelitian penulis di Kabupaten Wajo 
yang terkenal dengan sarung suteranya. Di daerah tersebut, Sarung 
Sutera Wajo belumlah didaftarkan ke Direktorat Jenderal baik itu sebagai 
Hak Cipta atas motif khas Sarung Sutera Wajo maupun sebagai Indikasi 
Geografis yang mengidentikkan lokasi geografis sarung sutera. 
 Penjelasan akan hal tersebut didapatkan melalui wawancara dengan 
salah satu produsen sekaligus pedagang sarung sutera di Desa 
Sempangnge, H. Baji menjelaskan bahwa selama memproduksi Sarung 
Sutera Wajo tak pernah mendaftarkan Hak Patennya ke Direktorat 
Jenderal baik atas nama pribadi maupun melalui Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wajo. Hal ini dikarenakan Sarung Sutera Wajo adalah hasil 
kerajinan tangan manusia (handmade) yang jumlah produksinya hanya 
terbatas beberapa ratus buah saja. Apalagi bahan baku untuk membuat 
sarung sutera asli sulit didapatkan karena produksi kokon di Kabupaten 
Wajo tak pernah memenuhi permintaan produsen, maka para produsen 
terpaksa mengekspor bahan baku berupa benang dari Kota Enrekang dan 
Kota Soppeng. Bahkan para produsen sarung sutera di Kabupaten Wajo 
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mengekspor benang dari Negara Hongkong atau China guna memenuhi 
permintaan pasar.30 
 Selain sulitnya bahan baku, cepatnya perubahan permintaan pasar 
akan motif – motif baru sarung sutera khas Kota Sengkang membuat para 
produsen memproduksi sarung dalam jangka waktu yang hampir 
berdekatan tiap bulannya. Jika para produsen mendaftarkan motif yang 
mereka buat maka akan butuh waktu lama dan biaya pendaftaran terlalu 
mahal bagi yang mereka yang hanya memiliki usaha menengah ke 
bawah. Jika motif yang mereka daftarkan ke Direktorat Jenderal, maka 
beberapa bulan kemudian akan permintaan pasar akan berubah lagi dan 
motif yang didaftarkan tersebut akan tak laku lagi. Jadi, produsen lebih 
memilih untuk memproduksi sarung sutera sesuai dengan permintaan 
pasar dibandingkan dengan melakukan usah perlindungan Hukum atas 
motif khas sarung sutera Kota Sengkang. 
 Hal itu juga dibenarkan oleh Hj. Ida Sulawati, S.E., Produsen dan 
Pedagang Sarung Sutera Sengkang menjelaskan bahwa para produsen 
dan pedagang sarung sutera lebih memilih untuk memasarkan sarung 
sutera dibanding melakukan perlindungan Hukum atas motif khas Kota 
Sengkang. Lanjut beliau mengatakan bahwa Kota Sengkang bukanlah 
produsen bahan baku sutera, Kota Sengkang hanya melakukan proses 
                                                 
       
30
 H. Baji. Wawancara. Produsen dan Pedagang Sarung Sutera Sengkang. 7 Mei 2013 
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produksi sarung sutera karena terkenal dengan motif inovasi yang 
memiliki nilai seni tinggi.31 
 Para produsen sarung sutera pun telah mengalami kemajuan, hal ini 
ditandai dengan penggunaan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang 






      Gambar 6. Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) 
 
 Selain para penenun memproduksi sarung sutera dengan motif khas, 
Kota Sengkang, juga memproduksi motif – motif sarung sutera yang 
terbilang baru atau inovatif yang sesuai dengan permintaan pasar yang 







      
  Gambar 7. Motif Baru Sarung Sutera Sengkang 
                                                 
       
31
 Hj. Ida Sulawati, S.E. Pedagang Sarung Sutera Sengkang. 7 Mei 2013 
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B. Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat Melindungi Ciri Khas 
Sarung Sutera Wajo 
 Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota 
Sengkang. Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah 2.056, 19 km2 atau 
4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk 
sebanyak lebih kurang 400.000 jiwa. Sengkang sejak dahulu dikenal 
sebagai kota niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam 
berdagang. Berbagai macam kebutuhan hidup seperti pakaian, sepatu, 
tas, barang elektronik, kain, sarung, bahkan kebutuhan pokok lainnya 
konon memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan di daerah 
lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika Kota Sengkang menjadi salah 









                 Gambar 8. Peta Administrasi Kab. Wajo 
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 Wikipedia.org.id diakses pada tanggal 20 Mei 2013 Pukul 00.22 
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 Berdasarkan pertimbangan pengembangan industri nasional yang 
bertujuan meningkatkan daya saing industri dan memiliki struktur yang 
sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh 
ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang 
jelas. Maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 
tentang Kebijakan Industri Nasional. Sebagai pelaksanaan ketentuan 
Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang 
Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Kabupaten Wajo telah menyusun 
peta pengembangan kompetensi inti Industri Kabupaten Wajo. 
Kompetensi ini mengarah kepada pengembangan produk inti. Produk ini 
dapat bermacam – macam termasuk produk yang digunakan untuk 
menghasilkan produk akhir. Sebagai produk, konsep kompetensi inti, 
menjadi turunan bagi setiap kepala daerah untuk menentukan produk inti 
daerahnya. Kebijakan dalam pengembangan industri di daerah diarahkan 
untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan kekayaan 
alam, modal dan aset berwujud lainnya serta pemanfaatan aset tidak 
berwujud seperti teknologi, pengetahuan, proses kerja dan perencanaan 
yang matang. Kompetensi daerah memiliki kriteria diantaranya : 
a. Akses potensial untuk masuk ke berbagai macam pasar atau 
disebut penilaian daya saing; 
b. Pengolahan mampu menimbulkan efek pengganda yang dapat 
mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya; 
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c. Unik sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Pengetahuan tradisional 
yang memiliki nilai komersial dilakukan pemetaan hak karena 
memiliki spesifikasi atau keunikan. 
 Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten 
Wajo saat ini sejak tahun 2012 telah disahkan oleh Kementerian 
Perindustrian dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
No. 141/M-IND/PER/12/2012 tentang Peta Panduan Pengembangan 
Kompetensi Inti Industri Kabupaten Wajo. Hal tersebut berdasarkan hasil 
analisis terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi 
pengembangan beberapa tahun ke depan serta keterkaitannya dengan 
industri penunjang, industri terkait dan industri di kabupaten dan provinsi 
lain. 
 Dalam perkembangannya selama lima tahun terakhir cukup 
mengalami kemajuan, terbukti dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan baik dari segi unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, nilai 
produksi maupun bahan baku dan nilai tambah. 
 Dalam perkembangannya pengrajin pertenunan sutera bukan saja 
menghasilkan kain sarung, tapi sudah mampu memproduksi produk kain 
seperti kain motif sutera dalam kain bentuk kain putih (Kain Polos) dan 
warna, maupun kain yang ditenun dengan memadukan benang sutera 
dengan bahan serat lainnya sehingga memberikan banyak pilihan bagi 


































        Tabel 1. Sentra/KUB Pertenunan Kain Sutera Kabupaten Wajo 
 
 Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan yang cukup dikenal sebagai daerah penghasil kain 
sutera yang cukup potensial. Di daerah ini terdapat 3 kecamatan yaitu 
Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Tempe dan Kecamatan Sabbangparu. 
 Berdasarkan pertimbangan pengembangan kompetensi inti industri 
tersebut, disusunlah Peta Panduan (Road Map) Pengembangan 
Kompetensi Inti Industri Kabupaten Wajo merupakan pedoman 
operasional bagi aparatur pemerintah Kabupaten Wajo dalam menunjang 
pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri serta 
komplementer dan sinergis; pedoman pengembangan kompetensi industri 
bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) pertenunan sutera 
dan/atau industri terkait; pedoman dalam mengkoordinasikan 
perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait (provinsi dan 
kabupaten/kota); acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana 
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kerja tahunan Kabupaten Wajo; dan informasi dalam menggalang 
dukungan sosial-politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan 
pengembangan kompetensi inti industri. 
 Sasaran pengembangan industri pertenunan kain sutera antara lain : 
1. Sasaran Jangka Menengah (2013-2017) 
a. Peningkatan hasil produksi; 
b. Peningkatan mutu produk yang sesuai standar tenun skala 
kecil dan menengah; 
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri tenun; dan 
d. Peningkatan akses pasar kain sutera. 
2. Sasaran Jangka Panjang (2013-2017) 
a. Peningkatan daya saing produk kain sutera dengan 
membuat desain dan motif baru dari 2 menjadi 25 macam 
desain motif/corak; dan 
b. Peningkatan jumlah industri kreatif turunan tenun sutera 
wajo. 
 Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka 
ditempuh strategi sebagai berikut : 
a. Peningkatan jumlah mesin ATBM menjadi 2081 unit dan peralatan 
untuk memperbaiki kualitas, tesktur, warna dan desain kain sutera 
menjadi 2413 unit; 
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b. Pengembangan desain, warna dan motif baru yang unik, baik untuk 
bahan sandang maupun untuk berbagai fungsi penggunaan 
lainnya; 
c. Penelitian dan pengembangan ternilogi pertenunan yang tepat guna 
dan maju; 
d. Pelatihan teknik pertenunan standar bagi SDM; 
e. Penerapan standarisasi dan sertifikasi jaminan mutu, desain dan 
motif kain sutera; 
f. Peningkatan produksi produk; dan 
g. Perlindungan Hak Cipta atas desain dan motif kain sutera Wajo. 
 Demi mendukung strategi pengembangan IKM pertenunan sutera, 
disusun pula rencana aksi pengembangan IKM pertenunan sutera tahun 
2013-2017. Adapun rencana aksi tersebut berupa : 
a.  Rekruitmen tenaga ahli pembuatan desain dan motif dan warna kain 
sutera; 
b. Bimbingan Teknis (Bimtek) pembuatan desain dan motif – motif kain 
yang bernuansa etnik nusantara dan asing di papan tenun; 
c. Bimtek menciptakan warna – warna kain sutera baru dengan zat 
warna alam dan sintetis; 
d. Bimtek pembuatan desain dan motif – motif sarung sutera untuk 
bahan asesoris dan cenderamata; 
e. Magang dan studi bandingdesain, pewarnaan dan pembuatan motif 
kain sutera ke sentra pertenunan kain di luar negeri; 
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f. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) desain kain sutera; 
g. Mengkaji berbagai motif local dan asing yang menciptakan keunikan 
jika dipadukan dengan desain dan motif kain sutera Wajo; 
h. Mengkaji berbagai variable desain, corak/motif dan warna kain 
sutera yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kain sutera 
Wajo; 
i. Menyusun Master Plan kelayakan investasi pada kompetensi inti 
industri daerah; 
j. Menyusun buku direktori pengusaha dan buyer kain sutera dengan 
desain motif baru yang unik untuk bahan sandang serta bahan 
asesoris interior dan cenderamata; 
k. Temu usaha dan promosi desain dan motif kain sutera tingkat 
nasional di Kabupaten Wajo; 
l. Mendirikan Sistem Satu Atap (SINTAP) untuk pengembangan 
kompetensi inti daerah; 
m. Bimtek penerapan teknologi dobby semi jacquard pada ATBM untuk 
menghasilkan kain sutera berciri kria ikat warna dan tesktur, kria 
tenunan dan bercorak anyaman kaya; 
n. Bimtek teknologi penenunan kain sutera (peningkatan pakan dan 
lusi, pencelupan, pengecapan, finishing dan pengemasan); 




p. Memberikan penghargaan kepada pencipta alat tenun tepat guna 
untuk memperbaiki pengikatan lusi dan pakan; 
q. Bimtek teknik Boyonz (pembuatan kain sutera tanpa melalui 
pemintalan dan penenunan) untuk memperkaya desain dan motif 
kain sutera; 
r. Memetakan dan merekomendasikan teknologi pertenunan yang 
tepat dan cocok untuk meningkatkan produktivitas proses pengikatan 
lusi dan pakan; 
s. Mengadakan alat tenun ATBM untuk meningkatkan produksi kain 
sutera; 
t. Mengadakan mesin twist (Ex China) dan mesin pencelupan (Ex 
Jerman) untuk memperbaiki kualitas dan pewarnaan kain sutera; 
u. Mengadakan mesin finishing untuk memperbaik kualitas, tekstur dan 
desain kain sutera; 
v. Mengadakan teknologi dobby semi jacquard pada ATBM untuk 
memperbaiki tekstur dan desain kain; 
w. Merumuskan, menyusun, menguji dan mengadakan serta 
menerapkan standarisasi (SNI) kualitas, desain dan motif kain 
sutera; 
x. Merumuskan, menyusun, menguji dan mengadakan serta 
menerapkan sertifikasi mutu, desain dan motif kain sutera; 
y. Membangun brand image “Kain Sutera Wajo” di dalam negeri 
maupun dunia internsional; 
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z. Mendokumentasikan desain dan motif kain sutera; 
aa. Mengajukan dan memperoleh HKI desain dan motif kain sutera. 
 Kebutuhan benang sutera untuk pertenunan di Kabupatn Wajo yang 
tidak terpenuhi serta masih rendahnya kualitas benang sutera yang 
diproduksi merupakan salah satu alasan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wajo bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, 
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo, 
Balai Besar Industri Makassar, ITB Bandung, Universitas Negeri Makassar 
serta Universitas Hasanuddin untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. 
 Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo bekerja sama dengan Dinas 
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Dinas 
Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Wajo, Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Wajo dan beberapa BUMN (Bank BNI, PT. 
Askes, PT. Pelindo, PT. Angkasa Pura dan lainnya) melaksanakan 
beberapa kegiatan pelestarian dan pemanfatan produksi Sarung Sutera 
Wajo. Adapun kegiatan tersebut yaitu : 
a. Didirikannya perkampungan sutera alam yang terletak di Desa 
Pakkanna. Perkampungan tersebut bertujuan untuk memudahkan 
wisatawan yang berkunjungke Kabupaten Wajo untuk melihat 
rangkaian proses pembuatan sarung sutera Wajo dan memudahkan 
konsumen untuk menemukan pedagang sarung sutera Wajo. 
b. Didirikannya Balai Persuteraan Alam oleh Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Wajo; 
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c. Penyediaan bantuan dana serta pinjaman bagi penenun sutera 
Sengkang yang diprakarsai oleh Bank Negara Indonesia (BNI); 
d. Penyediaan media promosi tenunan Sarung Sutera Wajo; 
e. Mengikutsertakan dalam berbagai pameran kerajinan tangan bertaraf 
nasional maupun internasional. 
 Sedangkan dari segi perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 
Drs. Muhammad Bakri, S.Pd selaku Kepala Bidang Kebudayaan 
Disporabudpar Kab. Wajo33 menyatakan bahwa belum adanya 
kewenangan yang jelas mengatur tentang pihak yang berhak 
mengupayakan perlindungan hukum Sarung Sutera Wajo, kelembagaan 
sering terganti serta belum adanya upaya kerja sama dengan pihak terkait 
tentang perlindungan hukum Sarung Sutera Wajo. Masing – masing pihak 
lebih mementingkan mempromosikan sendiri sarung sutera Wajo 
diberbagai ajang pameran kerajinan tangan. Seperti yang tercantum pada 
Rencana Strategis Disporabudpar Kabupaten Wajo bahwa salah satu 
tugas Disporabudpar Kab. Wajo adalah menyelenggrakan kebijakan 
kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 
 Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Sunardi selaku Kepala Seksi 
Industri Kimia dan Kerajinan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian34 
bahwa perlindungan hukum terhadap Sarung Sutera Wajo belum 
dilakukan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan terlalu banyaknya 
                                                 
       
33
 Drs. Muhammad Bakri, S.Pd. Wawancara. Kepala Bidang Kebudayaan 
Disporabudpar Kabupaten Wajo. 29 April 2013 
       
34
 Drs. Sunardi. Wawancara. Kepala Seksi Industri Kimia dan Kerajinan Dinas 
Koperasi, UMKM dan Perindustrian. 
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proses administrasi pendaftaran HKI mulai dari Pemerintahan Daerah 
hingga ke Direktorat Jenderal. Serta belum adanya koordinasi antar pihak 
yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan hukum sarung sutera 
Wajo seperti Komisi Hukum DPRD Kab. Wajo, Disporabudpar, Dinas 
Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kab. Wajo. Pemerintah daerah hanya 
melakukan penyuluhan mengenai pengolahan sarung sutera yang 
menggunakan bahan kimia yang disebut Aspirin dan menggunakan 
pewarna alami untuk menjaga lingkungan yang baik. Belum 
didaftarkannya sarung sutera Wajo sebagai hasil kerajinan tangan di 
bidang HKI tambah Drs. Sunardi karena belum adanya pihak dalam hal ini 
pedagang dan/atau pengusaha sarung sutera yang melakukan gugatan 
hukum terhadap peniruan motif sarung sutera yang terjadi di Kabupaten 
Wajo. 
 Hal tersebut juga terjadi karena masih kurangnya pengetahuan 
hukum terhadap perlindungan sarung sutera Wajo baik ditinjau dari segi 
cipta motif, merek sarung sutera hingga penggunaan bahan baku sutera 
yang berasal dari Kota Sengkang yang biasa disebut dengan Indikasi 
Geografis. Karena sarung sutera Wajo menggunakan juga bahan baku 
dari Kota Sengkang maka dapat juga dilindungi dengan Indikasi Geografis 
yang karena faktor alam sehingga sarung sutera Wajo dikenal di level 
naisonal maupun internasional. 
 Produk kain sutera tersebut tidak hanya dipasarkan dalam lokal tapi 
juga dipasarkan dibeberapa kota di Pulau Jawa seperti Pekalongan, Solo, 
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Cirebon, Semarang, Jepara, Yogyakarta, Jawa Barat bahkan sampai ke 
Kalimantan dan Sumetera. 
 
 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian telah melakukan 
pendataan tentang pertenunan Sutera di Kabupaten Wajo 5 tahun 












(Rp. 000) VOLUME SATUAN 
1. 2008 5.215 15.645 2.149.250 Meter 112.835.565 
2. 2009 5.235 15.705 2.149.550 
Meter 
112.851.090 
3. 2010 5.318 15.954 2.149.800 
Meter 
124.285.150 
4. 2011 5.377 16.131 2.150.000 
Meter 
124.296.879 
5. 2012 5.377 16.131 2.300.000 
Meter 
139.500.000 
Tabel 2. Data Pertenunan Sutera Kabupaten Wajo 
  
 Selain melakukan pendataan pertenunan sutera di Kabupaten Wajo, 
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian juga melakukan pendataan 











(Rp. 000) VOLUME SATUAN 
1. SABBANGPARU 533 733 20.000 METER 1.750.000 





3. PAMMANA 627 792 20.000 
METER 
1.750.000 
4. TAKKALALLA 193 259 30.000 
METER 
2.625.000 
5. SAJOANGING 220 290 40.000 
METER 
3.500.000 
6. MAJAULENG 875 949 94.000 
METER 
8.225.000 
7. TANASITOLO 874 1.016 80.000 
METER 
8.645.000 
8. BELAWA 40 70 4.000 
METER 
350.000 
9. MANIANGPAJO 130 170 25.000 
METER 
2.187.000 
10. PITUMPANUA 7 9 5.000 
METER 
437.500 
11. BOLA 10 18 15.000 
METER 
1.312.500 
12. KEERA 5 7 2.000 
METER 
175.000 
13. PENRANG 199 270 35.000 
METER 
1.417.500 
14. GILIRENG 72 98 5.000 
METER 
437.500 
 JUMLAH 5.113 6.131 400.000 METER 35.000.000 












(Rp. 000) VOLUME SATUAN 
1. SABBANGPARU 7 251 345.020 METER 18.967.100 
2. TEMPE 125 3.777 525.160 
METER 
28.883.525 
3. PAMMANA 0 0 0 
METER 
0 
4. TAKKALALLA 0 0 0 
METER 
0 
5. SAJOANGING 0 0 0 
METER 
0 
6. MAJAULENG 1 25 160.000 
METER 
8.800.000 
7. TANASITOLO 131 5.947 869.820 
METER 
47.840.375 





9. MANIANGPAJO 0 0 0 
METER 
0 
10. PITUMPANUA 0 0 0 
METER 
0 
11. BOLA 0 0 0 
METER 
0 
12. KEERA 0 0 0 
METER 
0 
13. PENRANG 0 0 0 
METER 
0 
14. GILIRENG 0 0 0 
METER 
0 
 JUMLAH 264 10.000 1.900.000 METER 104.500.000 
Tabel 4. Data Pertenunan ATBM Sutera Kabupaten Wajo Tahun 2012 
 
 Perkembangan pertenunan sarung sutera di Kabupaten Wajo telah 
mengalami perkembangan yang sangat memuaskan berdasarkan beberapa 
data hasil penelitian penulis. Namun,  jika ditinjau dari sudut perlindungan 
hukum, sarung sutera Wajo haruslah memiliki suatu kepastian hukum di Bidang 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti Perlindungan Hukum Cipta, Merek dan 
Indikasi Geografis yang ditinjau dari bahan baku sarung sutera Wajo yang 
berasal dari Kabupaten Wajo. Serta diperlukan juga partisipasi seluruh pihak 
yang berwenang untuk menjaga keaslian motif khas Sarung Sutera Wajo yaitu 












 Perlindungan Hukum Sarung Sutera Wajo terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual terdapat beberapa macam perlindungan Hukum, yaitu : 
1.  Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta motif khas sarung sutera 
Wajo yang dapat dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wajo selaku pihak yang berwenang mendaftarkan Hak 
Cipta atas motif Ma‟Lobang dan motif Subbi‟ karena hingga saat ini 
belum diketahui pencipta asal mula motif sarung sutera khas Wajo. 
Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 10 dan Pasal 11 Undang – 
Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain Hak Cipta, 
perlindungan Hukum terhadap Sarung Sutera Wajo adalah Hak 
Merek terhadap sarung sutera yang dihasilkan oleh para pengrajin 
sarung sutera yang ada di Kabupaten Wajo. Seperti Hak atas 
Merek Dagang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan 
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 
lainnya. 
2.  Perpaduan faktor alam dan faktor manusia pada hasil tenunan 
sarung sutera Wajo memberikan karakteristik dan kualitas pada 
hasil tenunan. Selain itu, pencantuman nama geografis dibelakang 
hasil tenunan tersebut memberikan kesempatan pada 
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penenun/produsen sarung sutera Wajo untuk melakukan 
permohonan pendaftaran sebagai produk yang dapat dilindungi 
dengan dasar Hukum Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 
tentang Merek jo. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang 
Indikasi Geografis. Kurang jelasnya pengertian faktor alam dan 
faktor manusia dalam Peraturan Pemerintah tentang Indikasi 
Geografis, kurangnya penyuluhan Hukum terkait perlindungan 
Hukum Sarung Sutera Wajo, kurangnya dukungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wajo untuk mendaftarkan motif khas Wajo serta 
masih belum jelasnya kewenangan instansi pemerintah terdahap 
pihak yang berwenang untuk melakukan pendaftaran Hak 
Kekayaan Intelektual sarung sutera di Direktorat Jenderal HKI. 
B. Saran 
 Guna membantu mempercepat adanya bentuk perlindungan Hukum 
Sarung Sutera di Kabupaten Wajo sebelum terjadinya peniruan terhadap 
motif khas Sarung Sutera Wajo, penulis menyarankan beberapa hal, yaitu: 
1.  Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo seharusnya melakukan 
penyuluhan Hukum tentang bentuk perlindungan Hukum sarung 
sutera Wajo kepada para pengusaha dan pedagang sarung sutera 
di Kabupaten Wajo. Membuat peraturan yang jelas mengenai 
kewenangan instansi yang berhak melakukan pendaftaran Hukum 
sarung sutera di Direktorat Jenderal HKI. 
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2.  Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo seharusnya berinisiatif untuk 
menjalankan tugasnya untuk mendaftarkan Sarung Sutera Wajo. 
Masyarakat Kabupaten Wajo seharusnya menjaga dan 
melestarikan motif sarung sutera khas Wajo yaitu motif Ma‟Lobang 
dan motif Subbi‟ agar motif sarung sutera Wajo tidak hilang dan 
tetap mengidentikkan daerah Kabupaten Wajo sebagai salah satu 
penghasil sarung sutera terbesar di Indonesia dan di Provinsi 
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